POKMASWAS

-—

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

DINAS PERIKANAN
Jalan Rajawali VII Nomor : 03 Palangka Raya kode Pos 73112
Telepon (0536) 3236501 faksimili (0536) 3236501,

Palangka Raya, |5 Nopember 2018.
Kepada

MNomor : Jﬁ‘] SDISKAN/KAN. 2/X1/20118. Yth.  Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan

Lampiran
Perihal

. Politik Kota Palangka Raya.
+ Pendaftaran sebagai Di-
Organisasi Kemasyarakatan, PALANGKA RAYA

Sehubungan dengan  terbentukmya Kelompok Masyarakat Pengawas
(POKMASWAS ) Sumberdaya Perikanan  dalam mendukung Jaringan Sistim
Pengawasan Masyarakat yang ada di setiap Kecamatan Kota Palangka Raya yang
berfungsl sebagai Pengawas Sumberdaya ikan serta Ekosistimnya di Perairan
Urnum,dari pengrusakan dan Pelaku Ilegal Fishing dengan penangkapan ikan
dengan cara —cara yang dilarang dengan penggunaan Racun Tuba,Potas,Setrum
dan lain lainnya yang dapat merusak Sumberdaya Ikan di Perairan urmum sertn
yang dapat membahayakan kesehatan bagl pekonsumsi 'ikan, maka sehubungan
dengan perihal tersebut diatas mohon kiranya dapat untuk memfasilitasi
pendaftaran  kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Sumberdaya
Perikanan yang menjadi Binaan Pemerintah Kota Palangka Raya pada Dinas
Perikanan yang ada di Perairan Umum Wilayah Kota Palangka terdaftar sebagai
Organisasl Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik di Kota
Palangka Raya. guna Legalitas keberadaan Kelompok dan dapat menjalankash
hak, kewajiban dan tugasnya sesuai ketentuan atau Peraturan yang berlaku.dan
untuk ini terlampir kami sampaikan Daftar dan SK. Kelompok Masyarakat
Pengawas (POKMASWAS) Sumberdaya Perikanan Perairan Umum di Wilayah Kota
Palangka Raya sebanyak 13 (Tigabelas) Kelompok.

Demikian, atas perhatian, bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima
kasih,

Tembusan disampaikan Kepada Yth : -
1. Bapak Walikota Palangka Raya (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kota Palanoka Rava.
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10.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Tahun 2004 Nomeor 118, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4433); Schagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang 31
Tahun 2004 tentang - Perikanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
154, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undumvndmﬂmwaznhunnhun 2009
tentang Perindungan dan Pengelolaan
lmgmmrmdl:pﬂmhnmnﬂemmpubhk
mm:m Nomor 140, Tambahan
Imblm Hﬁr&ﬂcpuhﬂthﬂnmﬂm
5059);

Undang-Undang Hu.:nﬂr 23 Tahun 2014 tentang
Pemenntahan Drasrah (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indmm
Nomor S5587),  sebagaumana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
MNomeor § Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Fepuablik . Indonesia Tahwun 2015 2 Momor 538,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor S679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2002
tentatng Usaha Perikanan ([(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 202 Nomor 100,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4230);

 Peraturan Pemenntah Nomor 50 - Tabwn 2007

tentang Konservasi Sumberdaya [kan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
134, Tambahan Lembaran. Negara ~Republik
Indonesia Nomor £779);

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor : EEP.O2/MEN2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengawasan Penanghapan iloarn;

Peraturan Daerah K3ta Palangka Raya Nomor 1
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah kota FPalangka Raya
(Lembaran Dasrah Kota Palangka Rayva Tahun
2015 Nomaor 1);

Peraturan Daerah Kota Palangks Raya Nomor 4
Tahun 3015, tentang Angraran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun
Anggaran 2016 [Lembaran Dasrah Kota Palangka
Raya Tahun 2015);



KESATU

KETIGA

11, Peraruran Walikota Palangka Raya Nomor 47
Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah Kota Palangka
Raya Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Hota
Palangka Raya Tahun 2015 Nomaor 48 ).

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN WALIKOTA  PALANGKA  RAYA
TENTANG PENGUKUHAN KELOMPOK
MASYARAKAT PENGAWAS KOTA PALANGEA RAYA
SEBAGAI PENGAWAS SUMEBERDAYA PERIKANAN
DI TINGKAT LAPANGAN DALAM MENDUKUNG
JARINGAN SISTEM PENGAWASAN MASYARAKAT

Kot Raya sebagai Pengawas Sumberdaya
Perikanan di tingkat lapangan dalam menduloung

Jaringan  Sistem  Pengawasan  Masyarakat,
schageimana  tercantum  dalam — Lampiran
HKeputusan ini. ;

dalam jaringan sistemn Pengawasan  Berbasis
masyarakat (SISWASMAS);

‘Dﬂm melaksanakan Tugas  sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KEDUA, Kelompok
Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Sumberdaya
Perikanan menyelenggarakan Fungsi:

- - ileann/ o
Pengawasan dan Perlindungan Sumberdaya
Perikanan dengan tidak melakukan
Penangkapan Ikan dengan cara yang dilarang;

b. Melaksanakan Pengawasan/pemantavan Secara

aktif dan berkelanjutan sebagai mediator antara - - .

Masyarakal, Pemerintah/Petugas ~ i wilayah

Berbasis masyarakat (SISWASMAS) untuk i
c. Untuk mengefektifkan Pengawasan Sumberdaya
Perikanan dalam Wilayah Desa/Kelurahan setap -

daﬁWﬂnynhH.uj?.LnindiFmUﬂumm
Palangka Raya;



Pengawas
tarap hidup dan Nelayan kecil setempat.

KEEMPAT : Segala biaya Yang dikeluarkan scbagai akibat
{ ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada
mwmmdnnmmmwmmm

| Raya Tahun Anggaran 2016, meclalui

= palangka Fays . o

EELIMA :x:pummwmumihcﬂmwunmﬂ
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